
106 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir, yang mana memuat kesimpulan atau 

rangkuman dari seluruh penelitian ini. Di mana fokus utamanya adalah pada 

kesimpulan atas hasil temuan dalam penelitian ini. Poin kedua dalam bab ini yaitu 

saran yang mana memuat dua hal yakni terkait penelitian lanjutan mengenai teori 

maupun konteks yang dimaksud yakni putusan MK maupun kepada khalayak umum 

dalam berhadapan dengan kenyataan politik yang dinamis atau selalu berubah. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasar pada penjelasan di atas berdasarkan kenyataan putusan dan konsep 

utilitarianisme Bentham, penulis menyimpulkan bahwa, putusan MK Indonesia No 

90/PUU-XXI/2023 sebagai suatu kebijakan dalam kerangka politik hukum Indonesia 

adalah selaras dengan Utilitarianisme Bentham. Hal ini dapat dibuktikan melalui 

beberapa point yaitu; pertama, berkaitan dengan tujuan hukum. Dalam pandangan 

Bentham, tujuan hukum adalah mengusahakan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada 

sebanyak mungkin orang yang terlibat. Tujuan ini dapat diketahui melalui evaluasi 

hukum atau dampak yang dihasilkan melalui penerapan suatu produk hukum. 

Dampak dari penerapan hukum ini terlihat pada kenyataan penerimaan atau 

penolakan sebagian besar anggota masyarakat. Dalam konteks putusan MK 

kenyataan evaluasi hukum menunjukkan penerimaan sebagian besar masyarakat 
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Indonesia yang mana realisasinya adalah pemilihan umum yang telah dilangsungkan. 

Kedua berkaitan dengan legalisme hukum. Walaupun Bentham tetap menghendaki 

supaya legalisme hukum harus dijunjung tinggi namun legalisme hukum yang 

dikehendaki Bentham adalah hukum yang mampu memberikan kebahagiaan kepada 

sebanyak mungkin orang. Karena itu pelanggaran terhadap legalisme hukum tidak 

dipersoalkan jika itu demi kebahagiaan orang. Dalam konteks ini, Mahkamah 

Konstitusi Indonesia berlangkah melampaui konstitusi demi kebahagiaan sebagian 

besar masyarakat indonesia. Ketiga berkaitan dengan keadilan. Walaupun Bentham 

memiliki konsep yang berbeda mengenai keadilan namun sesungguhnya usaha 

Bentham adalah untuk mencapai keadilan sebagaimana konsep keadilan yang 

diperjuangkan saat ini. Karena itu, tuntutan mengenai keadilan dalam Bentham dapat 

disamakan dengan tuntutan mengenai keadilan dalam Putusan mahkamah Konstitusi. 

Dalam pandangan Bentham tuntutan mengenai keadilan mengandaikan adanya 

tuntutan oleh suatu pihak yang dirugikan atau dilanggar haknya sehingga. Sejauh 

tidak ada pihak yang dirugikan atau dilanggar haknya suatu keputusan dapat 

dinyatakan adil. Karena itu jika dipandang dari posisi Bentham maka putusan MK 

adalah keputusan yang adil. 

Akhirnya penulis berpendapat bahwa Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 

tersebut merupakan suatu keputusan yang memberikan manfaat bagi seluruh rakyat 

Indonesia demi meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia ke arah yang baik.  

Walaupun mendapat banyak penilaian negatif, namun keputusan ini, merupakan satu 
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langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh 

masyarakat Indonesia. Karena dengan adanya keputusan tersebut pembatasan kaum 

muda yang memiliki kualitas baik dalam mewujudkan kemajuan bangsa dapat 

memperoleh jalan yang luas untuk merealisasikannya. 

5.2 Saran 

Utilitarianisme memiliki keunggulan dalam menekankan pentingnya hasil 

akhir yang menguntungkan secara keseluruhan. Hal ini penting dalam konteks negara 

Indonesia dalam usaha memajukan kesejahteraan umum. Tetap perlu diperhatikan 

lebih jauh agar nilai-nilai intrinsik, keadilan, dan hak asasi individu pun tidak 

diabaikan. Sebagai solusi sekaligus saran jika prinsip ini digunakan dalam mengambil 

suatu kebijakan yakni perlu dipertimbangkan keadilan dan hak asasi individu. Ini 

dapat dilakukan dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya 

didasarkan pada hasil akhir yang diharapkan, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-

prinsip keadilan yang adil bagi semua individu yang terlibat. Misalnya, dalam 

konteks kebijakan publik, utilitarianisme dapat dijalankan dengan memastikan bahwa 

keputusan yang diambil tidak merugikan atau mengabaikan kelompok minoritas atau 

rentan, bahkan jika keputusan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebahagiaan 

yang lebih besar secara keseluruhan.  

 

 

 


